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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Menurut (Pontoh, 2008 dalam (Putra I. M., 2023), pada umumnya suatu 

wilayah merupakan bagian dari permukaan bumi yang wilayahnya didefinisikan 

dalam pengertian, batas, dan representasi fisik geografis. Berdasarkan Undang- 

undang Kawasan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan 

bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis dan segala unsur 

yang berkaitan dengan batas dan sistem yang ditetapkan berdasarkan aspek 

administratif atau fungsional. Wilayah adalah suatu kesatuan geografis yang 

dibatasi oleh kriteria tertentu dan bagian-bagiannya saling bergantung. Menurut 

(Mahi, 2015 dalam (Putra I. M., 2023) Wilayah dapat dibagi menjadi empat jenis 

yaitu: wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, wilayah 

administratif. 

Wilayah homogen adalah wilayah yang ditinjau dari aspek/standar yang 

mempunyai ciri dan sifat yang relatif sama. Ciri-ciri homogenitas tersebut, 

misalnya ekonomi (wilayah dengan struktur produksi dan konsumsi yang 

homogen, tingkat pendapatan wilayah rendah/miskin), geografis (wilayah dengan 

topografi atau iklim yang sama), agama, wilayah yang homogeny, seperti ras 

dibatasi oleh homogenitas internal. wilayah nodal adalah suatu wilayah yang 

secara fungsional bergantung pada suatu pusat dan daerah kembalinya (land-to- 

land), dan ketergantungan tersebut dapat diwujudkan dalam pergerakan manusia, 

aliran faktor produksi, aliran barang dan jasa, atau transportasi dan komunikasi. 

(Putra I. M., 2023). 

Wilayah perencanaan merupakan wilayah yang menunjukkan konsistensi 

atau kesatuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Wilayah administratif 

adalah  suatu  wilayah  yang  batas-batasnya  ditetapkan  untuk  kepentingan 
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administratif pemerintahan atau politik, (Putra I. M., 2023). Selain 4 jenis wilayah 

diatas, masih ada wilayah yang sampai sekarang masih perlu diperhatikan, yaitu 

wilayah pinggiran kota atau wilayah perbatasan. Dilansir dari (Ardhi, 2021) 

Wilayah pinggiran kota adalah wilayah yang secara spasial terletak di antara desa 

dan kota yang memiliki karakteristik kota dan desa baik secara fiskal, sosial, 

ekonomi, maupun budaya. Meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan 

dampak positif dari berkembangnya wilayah pinggiran kota menjadi tujuan utama 

guna mencapai perubahan. Namun pada saat ini, Indonesia sedang menjalankan 

kebijakan otonomi daerah untuk pembangunan daerah. UU No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, 

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. (Annisa, 2023). Pemekaran-pemekaran wilayah merupakan 

dampak dari otonomi daerah, hal ini rawan menimbulkan konflik sosial antar 

warga daerah yang bertetanggaan atau berbatasan atau yang biasa disebut konflik 

tapal batas. (Dewi, 2024 ). 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tapal Batas adalah 

perbatasan (negara, wilayah). Arti lain dari tapal batas adalah batas atau garis 

pemisah (antar satuan pemerintahan atau antar satuan wilayah geografis yang 

berbeda, baik secara fisik maupun budaya). Seiring dengan perkembangan 

pemekaran wilayah, Indonesia telah mengalami berbagai macam kasus perbatasan 

baik itu dari dalam negeri maupun di tingkat Internasional. Berbagai cara sudah di 

upayakan dan di jalankan untuk mengurangi kasus tapal batas, namun di setiap 

tahunnya permasalahan terkait tapal batas tetap saja muncul. (Sahyana, 2019) 

Secara umum, penyebab konflik tapal batas dikelompokkan menjadi 3, 

yaitu: Pertama, Ketidakjelasan batas wilayah dalam lampiran Undang-Undang 

dan peta baik tingkat antar desa, antar kabupaten atau kota, maupun antar Negara. 

Kedua, Implementasi pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Ketiga, ketidakpuasan 

dan penolakan terhadap keputusan tapal batas di suatu wilayah yang mana 
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dilatarbelakangi oleh kepentingan atau tujuan, keterbatasan sumber daya serta 

nilai dan keyakinan. Konflik tapal batas sering terjadi antar kabupaten/kota, yang 

mana dari konflik tapal batas tersebut menimbulkan disharmonisasi 

(ketidakselarasan) yang bersifat horizontal antar pemerintah daerah baik dalam 

provinsi yang sama ataupun provinsi yang berbeda. (Sahyana, 2019). 

Beberapa contoh kasus tapal batas di Indonesia yaitu perbatasan antara 

Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi 

Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2013. Kasus tersebut berawal dari 

ketidakjelasan batas wilayah antara dua Kabupaten menimbulkan kerisauan dan 

ketegangan yang dirasakan oleh warga yang tinggal di wilayah masing-masing. 

Masalah perbatasan ini sudah dibawa dan didiskusikan oleh kedua bupati dari 

Sarolangun dan Musi Rawas Utara. Selama empat tahun bersitegang, akhirnya 

masalah perbatasan antara Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan Kabupaten 

Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan akan diselesaikan di kantor 

Kementerian Dalam Negeri di Ibukota Jakarta yang dihadiri oleh masing-masing 

Bupati dan Gubernur Provinsi. Rapat tersebut menghasilkan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri (Permendagri) No. 131 Tahun 2017 tentang Batas Daerah 

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara 

Provinsi Sumatera Selatan Dan Batas Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi 

Jambi Dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan. Namun 

pasca ketegangan, masih terdapat pro kontra didalam masyarakat karena masih 

ada masyarakat yang tidak puas dengan hasil keputusan sehingga aktifitas 

pembangunan disekitaran wilayah tersebut menjadi terhambat dan terjadi 

persoalan administrasi kependudukan yang berpengaruh pada pemilihan kepala 

desa dan pemilihan kepala daerah. (Nurmah Semil, 2021). 

Dilansir dari website Tribun Jambi (tribunnews.com), masalah tapal batas 

antara Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Kabupaten Musi Banyuasin 

Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2010. Kasus tersebut berawal dari 

sekitar 500 orang warga Muaro Jambi secara administratif terdaftar sebagai warga 

domisili Kabupaten Muaro Jambi, namun lokasi tempat tinggal warga diklaim 

oleh pihak Provinsi Sumatera Selatan sebagai wilayah milik Kabupaten Musi 
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Banyuasin. Hal tersebut menimbulkan masalah teknis khususnya penentuan 

tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan. Dan pada saat itu komisi 

pemilihan umum memberikan solusi kepada warga untuk tidak mencoblos di 

tempat tinggal mereka dan mereka harus mencoblos di TPS wilayah sesuai dengan 

administrasi. Masalah yang lainnya yaitu warga terancam pindah tempat tinggal. 

Masalah ini sudah dibawa oleh pemerintah desa masing-masing ke pemerintah 

daerah terkait. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik sosial antar warga dan 

diharapkan masalah tersebut dapat selesai dengan baik. Selama beberapa tahun 

tidak ada penyelesaian yang pasti karena lama menunggu respon dari pimpinan 

pemerintah. Pada tahun 2017 Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 126 Tahun 2017 tentang Batas Daerah 

Kabuapten Muaro Jambi Dengan Kabupaten Musi Banyuasin. Isi Permendagri 

tersebut menyatakan bahwa wilayah tempat tinggal warga adalah tetap milik 

Muaro Jambi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merasa jika wilayahnya 

diambil oleh pihak lain. 

Kedua contoh kasus diatas masih berstatus moratarium (penundaan 

sementara atau penangguhan terhadap kegiatan, keputusan dan lain-lain) sebab 

masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri beserta kode 

wilayah dan titik koordinatnya, dan pertimbangan yang sangat penting dalam 

keputusan ini yaitu mendekatkan jarak akses pelayanan administrasi pemerintahan 

ke tempat tinggal warga agar tidak kejauhan. Pernyataan tersebut disampaikan 

oleh Lutpiah selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi 

Jambi pada tanggal 5 Mei 2024, dilansir dari Tribun Jambi (tribunnews.com). 

Kedua masalah perbatasan diatas mirip dengan masalah perbatasan antara 

Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang. Pertama, penyebab kasus tapal batas 

diawali dengan ketidakjelasan batas wilayah dan pengklaiman wilayah secara 

sepihak, kedua, warga mengalami ketegangan selama bertahun-tahun akibat 

lamanya proses penyelesaian masalah perbatasan, ketiga, pasca ketegangan dan 

terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) masih menuai pro 

kontra dan respon tidak puas dari masyarakat. Penolakan warga komplek Taman 

Sasana Patra pada keputusan perubahan perbatasan wilayah juga terjadi di Tegal 

Binangun, Sumatera Selatan. Masalah yang sedang terjadi di Tegal Binangun 
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merupakan reaksi ketidakpuasan warga atas dasar kebutuhan dan kepentingan 

yang mana masalah ini menjadi fokus penelitian yang diteliti. 

Lingkungan sosial tempat tinggal adalah tempat berlangsungnya berbagai 

interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat dengan organisasinya 

serta simbol-simbol dan nilai-nilai serta norma-norma yang berkaitan dengan 

lingkungan alam (ekosistem) dan lingkungan binaan/buatan (tata ruang) yang 

sudah mapan. Namun terjadi berbagai permasalahan sosial karena pesatnya 

pertumbuhan dan meningkatnya kebutuhan manusia. Masalah-masalah sosial ini 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial saat ini dan perubahan. Akibatnya, kelestarian 

lingkungan sosial tempat tinggal terancam. (Purba, 2005). Situasi inilah yang 

dialami oleh warga yang tinggal di Taman Sasana Patra, jalan Tegal Binangun. 

Selama tinggal di wilayah Tegal Binangun secara administrasi dan fasilitas publik, 

warga Taman Sasana Patra merupakan masyarakat domisili wilayah Palembang. 

Namun pada tahun 2014 muncul rumor bahwa masyarakat yang tinggal di jalan 

Tegal Binangun akan berubah menjadi domisili wilayah Banyuasin. (Putra, 2020). 

Rumor tersebut berawal dari tahun 2014 dimana Pemerintahan Kabupaten 

Banyuasin yang secara sepihak mengklaim wilayah Tegal Binangun adalah 

wilayah hukum mereka berdasarkan PP. No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. 

Namun, tuntutan tersebut tidak pernah ada titik terangnya, sehingga menimbulkan 

ketidaknyamanan bagi masyarakat karena masyarakat tidak terima jika masuk 

wilayah Banyuasin. (Putra, 2020). 

Pada tahun 2022, Pemerintah pusat mengeluarkan PERMENDAGARI No. 

134 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang 

Provinsi Sumatera Selatan. PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 tahun 1988 luas 

wilayah Palembang 400,61 kilometer persegi. Sedangkan pada 

PERMENDAGARI No. 134 Tahun 2022 luas wilayah Palembang 352,060 

kilometer persegi. Pemerintah mengeluarkan PERMENDAGARI No. 134 Tahun 

2022 adalah untuk menentukan batas wilayah Kabupaten Banyuasin secara pasti 

dilapangan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 
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Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera 

Selatan dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera 

Selatan. 

Dilihat dari pernyataan tersebut, luas wilayah kota Palembang menjadi 

berkurang. Yang mana dari keputusan tersebut berdampak pada warga yang 

tinggal dijalan Tegal Binangun. Pemerintah Kota Palembang mengeluarkan 

RAPERDA (Rancangan Peraturan Daerah) RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) Palembang 2023 – 2043. Isi rancangan tersebut tidak jauh beda dengan 

PERMENDAGARI No. 134 Tahun 2022 yang mana jika disimpulkan bahwa 

warga Taman Sasana Patra masuk menjadi wilayah Banyuasin. 

Gambar 1.1 Peta Perbatasan antara Palembang Dan Banyuasin 
 

Sumber: Permendagri Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin 
Dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. 

Warga Taman Sasana Patra sudah melakukan demo sejak dari tahun 2014 

lalu karena warga tidak terima dengan pengakuan sepihak dari Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin dan memberikan perlawanan sehingga memunculkan 

gerakan sosial. (Putra, 2020). Pada tahun 2023 yang lalu warga Taman Sasana 

Patra kembali melakukan demo aksi penolakan. Dilansir dari INews Sumsel 

(sumsel.inews.id, 2023) pada Minggu 16 April 2023 warga Tegal Binangun 

melakukan demo di depan gerbang komplek Taman Sasana Patra Tegal Binangun 

terkait protes menolak menjadi warga wilayah Banyuasin, dan dipimpin oleh 
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Bapak Dwi Hartanto selaku ketua RW 08. Tujuan demo tersebut adalah menuntut 

agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, segera menyelesaikan sengketa 

perbatasan antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di Tegal Binangun 

yang saat ini masih belum selesai. 

Warga Tegal Binangun kembali melakukan demo pada 4 Juni 2023 di depan 

gerbang komplek Taman Sasana Patra Tegal Binangun dengan membawa spanduk 

yang bertuliskan “Kami warga Taman Sasana Patra dan Patra Abadi Idak Galak 

masuk Banyuasin, pokoknyo kami nak Palembang tula”. Warga Taman Sasana 

Patra kembali melakukan aksi penolakan di depan Kantor Gubernur Sumatera 

Selatan pada tanggal 26 Juli 2023 sambil membawa keranda mayat dan membaca 

surah Yasin bersama dengan harapan hati pimpinan pemerintah terbuka dan 

mendengarkan aspirasi rakyat, aksi dilakukan oleh warga Taman Sasana Patra. 

Tujuan dari demo tersebut ialah warga berharap Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan memfasilitasi antara Walikota Palembang dan Bupati Banyuasin untuk 

membuat kesepakatan bahwa Taman Sasana Patra tetap Warga Palembang. Jika 

permasalahan ini terus berlanjut, warga Taman Sasana Patra mengancam akan 

Golput pada Pemilu (Pemilihan Umum) Tahun 2024. Dilansir dari Radar 

Palembang (radarpalembang.disway.id, 2023). 

Gambar 1.2 Demo Warga Komplek Taman Sasana Patra 
 

   

Demo 16 April 2023 
Sumber: beritapagi.co.id 

Demo 4 Juni 2023 
Sumber: Kompas.com 

Demo 26 Juli 2023 
Sumber: tribunnews.com 

 

 
Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini menarik untuk dilakukan 

karena mengkaji motif warga yang menolak keputusan tapal batas antara kota 

Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan permasalahan “Ketidakpuasan Warga Taman Sasana 
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Patra Tegal Binangun Pada Keputusan Batas Wilayah Kabupaten Banyuasin Dan 

Kota Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

Apa motif warga Taman Sasana Patra menolak menjadi bagian dari wilayah 

Banyuasin? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 
Tujuan penelitian tersebut adalah mengetahui motif warga Taman Sasana 

Patra menolak menjadi bagian dari wilayah Banyuasin. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 
1.4.1 Manfaat Teoritis 

 
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah ilmu dalam proses 

pembelajaran khususnya bidang ilmu Sosiologi. Beberapa diantaranya ilmu 

Sosiologi Perkotaan, yang membahas tentang ruang lingkup perkotaan dan 

interaksi masyarakat kota akibat pengaruh lingkungan kota. Terdapat juga dari 

segi ilmu Sosiologi Pembangunan yang membahas tentang perubahan sosial yang 

terjadi didalam masyarakat guna melaksanakan pembangunan nasional. Serta segi 

ilmu Sosiologi Hukum yang membahas tentang hukum perbatasan wilayah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

 
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pemahaman mengenai kasus ketidakpuasan terhadap penetapan perbatasan 

khususnya di Tegal Binangun. Manfaat penelitian bagi masyarakat yaitu 

penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi pengetahuan, serta bagi 

pemerintah kota dan pemerintah daerah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan terutama terkait 

penetapan batas wilayah. 
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